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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum administratif
terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota
Yogyakarta belum berjalan secara efektif. Meskipun Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) telah menjalankan peran ecksekutorialnya dengan
melakukan pengawasan dan tindakan penertiban secara bertahap, namun
kepatuhan masyarakat terhadap aturan sempadan sungai masih sulit
tercapai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan permanen maupun
usaha informal yang berdiri di kawasan padat penduduk sepanjang sungai.
Rendahnya tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum
masyarakat yang masih beragam serta keterdesakan kebutuhan ekonomi
penduduk yang bermukim di sana. Selain itu, efektivitas penegakan hukum
juga terhambat oleh keterbatasan kapasitas otoritas penegak hukum dan
koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya selaras dalam menangani
kompleksitas  persoalan sosial di lapangan. Akibatnya, upaya
mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung dan

ruang penyangga ekosistem belum dapat terwujud secara maksimal.
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B. Saran

Guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan efektivitas
penegakan hukum di masa depan, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama
instansi terkait sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendekatan preventif
yang persuasif, tetapi juga menerapkan penegakan represif yang tegas
dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi warga, sehingga
asas kepastian hukum dapat berjalan selaras dengan asas keadilan dan
kemanfaatan. Untuk mendukung hal tersebut, dukungan yang lebih besar
perlu diberikan kepada instansi pengelola dan penegak hukum, terutama
dalam hal anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi antara
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Dinas Lingkungan
Hidup, dan Satpol PP perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinkronisasi
kebijakan, terutama dalam mempercepat program penataan permukiman
yang layak huni melalui konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K).
Dengan demikian, perlindungan sempadan sungai dapat berjalan beriringan

dengan pemenuhan hak masyarakat atas hunian yang layak dan tertata.
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